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ABSTRAK 

Community responses to compensation for small-scale land acquisition in 

Yogyakarta City focused on social aspects such as compensation, participation, and 

transparency. The implementation of small-scale land acquisition in Yogyakarta 

City, regulated by Government Regulation Number 39 of 2023, Minister of 

ATR/BPN Regulation Number 19 of 2021, and Yogyakarta Mayoral Regulation 

Number 17 of 2021, aims to develop public facilities and Public Green Open Spaces 

(RTHP). The process includes proposal submission, preparation (document 

feasibility assessment and needs analysis), implementation (deliberation and 

appraisal), and release of rights. 

The study showed that most residents felt the compensation was fair due to 

the government covering additional costs and the transparency of the deliberations. 

However, dissatisfaction arose regarding appraisal values that did not reflect 

strategic locations or when appraisal results were delivered verbally. 

Administrative obstacles such as missing documents also impacted the smoothness 

of the process, although community participation in the deliberations was deemed 

good. 

Community responses varied, with some welcoming the financing facilities 

and clear outreach, while others expressed negative reactions due to inadequate or 

non-transparent compensation. Some landowners were ambivalent, viewing the 

government's efforts as good, despite administrative challenges. This study 

recommends improving administrative management, coordination between relevant 

agencies, and halting projects in problematic locations if no agreement is reached. 

Keywords: compensation, land acquisition, response 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah adalah salah satu hal penting bagi kehidupan manusia, dan 

kesejahteraan masyarakat bergantung pada tanah. Tanah bukan hanya 

lahan untuk tinggal dan bernaung, melainkan menjadi faktor pendukung 

pertumbuhan dan pengembangan di berbagai aspek kehidupan manusia 

baik itu faktor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Ramadhani, 

2021:31). Sebagai salah satu elemen vital dalam kehidupan manusia, tanah 

menjadi landasan utama bagi berbagai sektor, seperti pertanian, 

perkebunan, industri, dan perumahan (Setiawan & Putri, 2020:92). 

Sehingga Tanah dapat diartikan salah satu sumber daya alam yang 

memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang ditujukan 

untuk kepentingan umum tentu memerlukan tanah yang pengadaannya 

dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

hukum tanah nasional. Beberapa prinsip yang dipegang teguh antara lain 

prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, 

kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, 

yang selaras dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. 

Dalam mewujudkan pembangunan, pemerintah membutuhkan 

ketersediaan tanah sebagai objek atau lahan pembangunan. Namun, di 

Kota Yogyakarta, terdapat keterbatasan tanah negara, sehingga 

menyulitkan dalam memperoleh tanah untuk keperluan pembangunan 

demi kepentingan umum. Akibatnya, ketika tanah diperlukan, 

perolehannya dilakukan melalui proses pelepasan hak atau pengadaan 

tanah (Sihombing, 2021:195). Pengadaan tanah itu sendiri merujuk pada 
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kegiatan penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak, adil, 

dan sesuai dengan hak, yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku tanpa bertentangan dengan ketentuan tersebut. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian 

penting dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Regulasi terkait 

pengadaan tanah terus diperbarui guna memastikan keadilan, efisiensi, dan 

keberlanjutan proses tersebut. Salah satu aturan terkini yang menjadi 

pedoman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang 

merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 

tentang Cipta Kerja. Peraturan ini bertujuan menyederhanakan proses 

pengadaan tanah dan memberikan kepastian hukum.  

Meskipun pengadaan tanah sudah diatur dalam Undang-Undang 

hingga Peraturan turunannya namun tetap mengalami permasalahan dalam 

pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses 

pengadaan tanah adalah ketidakseimbangan antara harapan masyarakat 

dan kemampuan pemerintah atau pihak pengembang dalam memberikan 

ganti rugi. Masyarakat merasa bahwa jumlah ganti rugi yang ditawarkan 

tidak sebanding dengan nilai tanah di pasaran, yang menyebabkan 

ketidakpuasan dan resistensi. Menurut Silalahi (2020:45) menunjukkan 

bahwa konflik dalam pengadaan tanah dipicu oleh persepsi masyarakat 

mengenai ketidakadilan dalam penetapan harga tanah, kurangnya 

transparansi dalam proses negosiasi, dan minimnya komunikasi yang 

efektif antara pihak yang terlibat.  

Mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pengadaan tanah 

menjadi tantangan tersendiri. Dalam kasus pengadaan tanah skala kecil, 

ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dapat mengakibatkan 

stagnasi atau kebuntuan (deadlock) dalam pelaksanaan proyek. Penelitian 

oleh Sudibyanung et al. (2019:32) di Yogyakarta menemukan bahwa salah 

satu hambatan utama dalam pengadaan tanah skala kecil adalah tidak 
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adanya penetapan lokasi terhadap objek yang akan dilakukan pengadaan 

tanah skala kecil, sehingga proses konsinyasi sulit dilakukan ketika terjadi 

ketidaksepakatan. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya koordinasi antar 

lembaga pemerintah dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan 

appraisal yang akurat juga memperburuk situasi. 

Menurut Sudibyanung et al. (2019:23) pengadaan tanah yang 

dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didominasi dengan 

kegiatan pengadaan tanah skala kecil dibandingkan pengadaan tanah skala 

besar. Pengadaan tanah skala kecil memainkan peran penting dalam 

mendukung pembangunan lokal, seperti pelebaran jalan, pembangunan 

fasilitas umum, dan proyek-proyek kecil lainnya. Kota Yogyakarta sebagai 

pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan di DIY menghadapi 

tekanan yang cukup besar dalam mengelola kebutuhan lahan untuk 

pembangunan. Hal ini menimbulkan dinamika yang kompleks, terutama 

terhadap proses pengadaan tanah dan besarnya ganti rugi yang diberikan. 

Selain itu, dengan bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi di 

Yogyakarta, kebutuhan akan pengadaan tanah terus meningkat, sehingga 

mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa proses ini berjalan 

dengan lancar dan adil. 

Pengadaan tanah skala kecil Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta. Pelaksanaan  

pengadaan tanah skala kecil DPTR Kota Yogyakarta melalui mekanisme 

secara langsung dengan beberapa tahapan yakni analisis skoring terhadap 

proposal penawaran lokasi pengadaan tanah, musyawarah penetapan ganti 

rugi, pemberian ganti rugi, dan pelepasan hak antara pihak yang berhak 

dengan DPTR Kota Yogyakarta. Menurut Indra Budi Siregar (Kepala 

Bidang Pertanahan DPTR Kota Yogyakarta) meskipun DPTR Kota 

Yogyakarta sudah selektif pada analisis skoring proposal, namun 

kegagalan pengadaan tanah skala kecil pernah terjadi pada musyawarah 

ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai respon 



4  

masyarakat terhadap ganti kerugian pengadaan tanah skala kecil Kota 

Yogyakarta 

Respon masyarakat terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadilan kompensasi, 

mekanisme musyawarah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

pengadaan. Menurut penelitian Mustofa (2020:67), masyarakat lebih 

cenderung menerima ganti rugi jika proses negosiasi dilakukan secara 

terbuka dan melibatkan mereka secara aktif. Sebaliknya, proses yang 

dianggap sepihak atau tidak adil dapat menimbulkan resistensi dan bahkan 

aksi protes. Penolakan masyarakat terhadap ganti rugi disebabkan oleh 

kurangnya kepercayaan terhadap lembaga yang menangani pengadaan 

tanah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu untuk 

lebih memperhatikan serta melihat kondisi tersebut guna mengetahui hal 

tersebut. sekiranya perlu dilakukan penelitian-penelitian lapang agar 

kedepannya dalam melaksanakan pengadaan tanah skala kecil dapat 

dilaksanakan lebih adil dan diterima masyarakat. Berhubungan dengan hal 

tersebut peneliti sangat tertarik untuk melalukan penelitian dengan 

judul ”Respon Masyarakat terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah 

Skala Kecil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah 

skala kecil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima atau 

menolak atas ganti rugi pengadaan tanah skala kecil di Kota 

Yogyakarta? 

3. Bagaimana kendala dan solusi terhadap respon masyarakat pada ganti 

rugi pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan 

Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi penerimaan dan 

penolakan ganti rugi dalam pengadaan tanah skala kecil kota 

yogyakarta 

c. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terhadap permasalahan Ganti 

Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil di kota yogyakarta. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

a. Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis 

mendalam mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dan respon 

masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan 

efektivitas kebijakan pengadaan tanah skala kecil di Kota 

Yogyakarta. 

b. Praktis 

1. Kegunaan akademis yaitu memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan mengenai pengadaan tanah 

skala kecil dan hal-hal lain yang relevan; 

2. Kegunaan dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran realitas lapangan terkait pelaksanaan 

pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta 

3. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pembanding 

dan acuan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

yang dapat ditarik sebagai berikut: 

a. Respon terhadap pengadaan tanah di Kota Yogyakarta, berfokus pada tiga  

faktor yang signifikan: ganti rugi, partisipasi, dan transparansi, dengan 

rincian sebagai berikut: Sebagian pemilik tanah merasa ganti rugi adil, 

sedangkan sebagian lainnya tidak puas dengan nilai yang tidak 

mencerminkan harga pasar, terutama untuk tanah di lokasi strategis. 

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah cukup baik, namun sebagian 

lainnya mengeluhkan kurangnya transparansi, terutama terkait 

penyampaian hasil appraisal yang hanya lisan, sehingga sulit untuk 

mengevaluasi nilai yang ditawarkan. Dalam konteks kontruksi respon 

diketahui bahwa respon yang muncul berupa: respon positif, respon 

negatif, dan respon ambivalen 

b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengadaan tanah skala kecil kota 

yogyakarta terdiri dari sebagai berikut: 

a. Faktor Sosial 

b. Faktor Ekonomi, dan 

c. Faktor Lingkungan 

Selain faktor keberhasil juga terdapat faktor yang menyebabkan 

kegagalan pengadaan tanah skala kecil diantaranya: 

a. Faktor Ekonomi, dan 

b. Faktor Pendidikan 

c. Kendala dan Solusi terhadap Respon Masyarakat pada Ganti Rugi 

Pengadaan Tanah Skala Kecil Kota Yogyakarta 

a. Terdapat beberapa kendala yang berasal dari respon negatif dan 

ambivalen masyarakat meliputi ketidakpuasan terhadap nilai ganti 
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rugi yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, 

Pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah dan Hilangnya dokumen 

permohonan. 

b. Solusi untuk mengatasi kendala terhadap respon masyarakat pada 

ganti rugi pengadaan tanah skala kecil Kota Yogyakarta mencakup 

penggunaan appraisal lebih dari satu guna meminimalisir kesalahan 

pada penilaian bidang tanah, pendekatan secara edukatif dan 

komunikatif, serta peningkatan sistem manajemen administasi 

b. Saran 

a. DPTR Kota Yogyakarta perlu meningkatkan sistem manajemen 

administrasi untuk menghindari masalah seperti hilangnya dokumen atau 

ketidakteraturan dalam pengelolaan dokumen pengadaan tanah. 

Penggunaan software manajemen arsip yang terintegrasi bisa membantu 

memastikan setiap berkas terjaga dengan baik dan memudahkan pencarian 

dokumen di masa mendatang. 

b. Penilaian ganti rugi perlu lebih memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi 

tanah dan kondisi pasar yang lebih adil dan transparan. Selain itu 

pemeintah dapat menggunakan appraisal lebih dari satu guna 

meminimalisis kesalahan pada penilaian bidang tanah. Lebih lanjut, 

Pemerintah diharapkan menyampaikan hasil appraisal dalam bentuk 

dokumen tertulis agar pemilik tanah dapat mengevaluasi dengan lebih 

jelas. 

c. Pemerintah harus melalukan pendekatan secara edukatif dan komunikatif 

terhadap pemilik tanah yang memiliki pengetahuan tentang penilaian 

bidang tanah. pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada pemilik 

tanah bahwa, meskipun meliki pengetahuan di bidang tersebut namun hasil 

penilaian tetap mengikuti appraisal sebagai lembaga independent 
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